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POLRI bertugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat meskipun terlibat
pelanggaran. Namun, kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim Polres Bener Meriah yang
mengakibatkan kematian menunjukkan pelanggaran hukum oleh polisi. Keluarga korban
melaporkan kasus ini, dan penyelidikan menemukan kekerasan yang mengakibatkan
pelanggaran pasal 351 ayat (3) KUHP serta pemecatan anggota polisi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melaukan
penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam
tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi
kepolisian.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna
memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan
guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden.

Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan
terhadap tersangka di polres bener meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai
dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah
profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi
berupa pemecatan secara tidak hormat. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang
disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena faktor psikis dari
penyidik itu sendiri, faktor kebutuhan lingkungan.

Diharapkan kepada Pejabat Polri sudah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada
anggota kepolisian yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap tersangka melanggar
kode etik dan KUHP agar dapat melakukan sanksi setimpal sesuai dengan undang-undang
dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.
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